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Ragukan DPRD Sahkan Raperda ERP

» Bisa Berimplikasi terhadap Konstituen

Palmerah, Warta Kota

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jaringan
Transportasi Jakarta meragukan. keberanian
DPRD DKI Jakarta untuk mengesahkan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal
kebijakan jalan berbayar elektronik atau
electronic road pricing [ERP). Saal ini, Raperda
Pengendalian Lalu Lintas secara Elekironik
[P2ZLSE)} itu masih dibahas antara eksekutil dan
legislatil di Badan Pembentukan Peraturan Daerah
[Bapemperda) DPRD DEI Jakarta.

"Saya yakin DPRD DKI Jakarta tidak alkan
mengesahkan Raperda itu karena akan
merugikan masyarakatl,” ujar Ketua Jaringan
Transportasi Jakarta Budi Manurung saal
diskusi publik bertajuk "ERP Jakarta Bikin
Susah Warga?' pada Senin (23/1/2023).

Selain merugikan warga, kata Budi,
pengesahan Raperda tersebul juga bisa
berimplikasi terhadap konstituen para anggota
dewan. Dia menyebul, suara anggota dewan
akan berkurang pada Pileg 2024 nanti jika
mereka mieloloskan Rapderda tersebul.

“Mungkin saja ada ada anggota dewan yang
menyetujui pengesahan Raperda tersebut. itupun
mungkin anggota dewan yang hanya satu periode
alias tidak maju lagi (Pileg 2024)," katanya.

Menurut dia, kebijukan (ersebut bisa
menambah kesengsaraan warga setelah
perekonomiannya lerguncang akibat pandemi
Covid-19. Karena itu dia memandang. kebijakan
tersebut tidak tepat untuk diterapkan saat ini.

“Penerapan ERFP itu hanya memindahkan titik
kemacetan, dari yang awalnya i titik berbayar
menjadi di titik yang lidak berbayar, Harusnya
pemerintah menambah armada {ransportasi
umum seperti Transjakarla, termasuk
membangun jalan underpass dan layang untuk
mengurai kemacetan,” jelas Budi.

Pembahasan

Sementara itn Ketua LSM Jakarta Baru Ali

Saya yakin DPRD DKl Jakarta
tidak akan mengesahkan
Raperda itu karena akan
merugikan masyarakat.

Budi Manurung
Ketua Jaringan
Transportasi Jakarta

Husen menyoroti langkah Pemprov DKi Jukarta
yang fidak membicarakan wacana lersebul
dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Meski pembahasan regulasi ada di Ba
pemperda, namun idealnya eksekutil mem-
bicarakan teknis kebijakan tersebul dengan
mitra komisi terkait, dalam hal ini Komisi B
DPRD DKI Jukarta.

“Apa yanyg dilakukan oleh teman-leman dewan
dari Komist B untuk mengkritisi wacana ini
suclah tepal. Harusnva rencana ini dibahas oleh
Dinas Perhubungan dengan Komisi B selaku
mitra kerjanya,” kata Ali

Ali menilai, kebijakan ERP akan berdanipak
pada ¢konomi masyarakal, karena banyak
masyarakat dari masyarakat bawal) juga sebagai
pengguna jalan.

Dia mengingatkan, jangan sampai program
ini hanya menguniungkan pihak keliga selaku
pemenang lender proyek ERP, sekaligus
operatornya,

“Para ojek online, kurir, pekerja dun lainnya
yang memiliki penghasilan pas-passan tentu
penghasilannya akan berkurang karena harus
membayar ERP,” ujar Ali. (faf)



